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Abstrak 

Artikel ini menganalisis implementasi 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman di Kabupaten Mamuju. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
sejauh mana peraturan ini telah diterapkan 
serta menganalisis status hukum 
penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman di daerah tersebut. Metode yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan yuridis kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
peraturan ini belum maksimal. Beberapa 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman tidak sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, sehingga menimbulkan status 
hukum yang dipertanyakan dan berpotensi 
menyalahi aturan. Oleh karena itu, diperlukan 
langkah-langkah konkret untuk meningkatkan 
kepatuhan terhadap peraturan ini, baik dari 
pihak pemerintah maupun masyarakat. 

Kata Kunci: Implementasi hukum, 
Perumahan, Kawasan Permukiman, 
Kabupaten Mamuju, Peraturan Pemerintah 

PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman merupakan salah satu 
aspek penting dalam pembangunan nasional. 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 
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hadir untuk memberikan kepastian hukum 
dalam penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman yang sesuai dengan 
standar dan ketentuan yang berlaku. 
Kabupaten Mamuju sebagai salah satu 
daerah yang berkembang menghadapi 
tantangan dalam penerapan peraturan ini, 
terutama dalam aspek kepatuhan terhadap 
perizinan dan tata ruang. 

Berdasarkan observasi, masih banyak 
penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman yang tidak sesuai dengan 
regulasi, baik dalam hal perizinan maupun 
kelayakan lingkungan. Oleh karena itu, 
penelitian ini berfokus pada analisis 
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2021 di Kabupaten Mamuju serta 
implikasi hukum dari pelanggaran terhadap 
regulasi tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 
yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. 
Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum 
primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh 
dari peraturan perundang-undangan, jurnal 
hukum, serta hasil wawancara dengan pihak 
terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah 
implementasi peraturan ini dalam konteks 
Kabupaten Mamuju serta menilai 
efektivitasnya dalam menciptakan tata kelola 
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perumahan dan permukiman yang sesuai 
dengan regulasi. 

PEMBAHASAN 
 

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2021 terhadap Penyelenggaraan 
Pembangunan Perumahan dan 
Permukiman di Kabupaten Mamuju 

Pembangunan perumahan dan 
kawasan permukiman merupakan kebutuhan 
dasar bagi masyarakat. Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 
bertujuan untuk menciptakan lingkungan 
hunian yang layak, aman, dan memiliki 
kepastian hukum. Peraturan ini menjadi 
turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan 
mengatur ketertiban dalam penyelenggaraan 
perumahan, kepastian hukum bagi pemangku 
kepentingan, serta perlindungan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Substansi utama dalam PP Nomor 12 
Tahun 2021 mencakup standar perencanaan 
rumah, prasarana, sarana, utilitas umum, 
hunian berimbang, perjanjian pengikat jual 
beli (PPJB), dan pengendalian perumahan. 
Pemerintah daerah wajib memastikan 
pemenuhan hak perumahan bagi MBR 
dengan memberikan kemudahan dalam 
pembangunan dan kepemilikan rumah. Selain 
itu, aturan ini juga menekankan pentingnya 
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, 
lansia, ibu hamil, dan masyarakat 
berkebutuhan khusus lainnya. 

Namun, implementasi peraturan ini di 
Kabupaten Mamuju masih menghadapi 
berbagai kendala, termasuk keterbatasan 
anggaran dan kurangnya pemahaman 
masyarakat mengenai perizinan. Dinas 
Perumahan dan Permukiman (PERKIM) 
berkolaborasi dengan berbagai instansi 
terkait untuk memastikan penyelenggaraan 
perumahan sesuai standar. Beberapa 
kendala utama yang dihadapi meliputi 
perumahan yang dibangun tanpa izin, 
kurangnya fasilitas umum, serta minimnya 

infrastruktur pendukung seperti jalan dan 
drainase.  

Secara garis besar Penerapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 di 
Kabupaten Mamuju masih menghadapi 
berbagai kendala, antara lain: 

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: 
Banyak masyarakat yang belum 
memahami pentingnya perizinan 
dalam penyelenggaraan perumahan. 

2. Kurangnya Pengawasan Pemerintah: 
Pemerintah daerah belum optimal 
dalam mengawasi dan menindak 
pelanggaran terhadap regulasi ini. 

3. Keterbatasan Infrastruktur dan 
Sumber Daya: Pelaksanaan aturan ini 
terkendala oleh kurangnya infrastruktur 
yang memadai untuk mendukung 
perumahan yang sesuai standar. 

 Status Hukum Keberadaan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman di Kabupaten 
Mamuju 

Perkembangan perumahan di 
Kabupaten Mamuju tidak selalu mengikuti 
aturan yang berlaku. Banyak kawasan 
permukiman yang telah ada sebelum 
diberlakukannya regulasi terbaru, sehingga 
penyelenggaraannya tidak terencana dengan 
baik. Salah satu persoalan utama adalah 
banyaknya permukiman yang berada di 
kawasan hutan lindung, yang menurut hukum 
merupakan tindakan ilegal. Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
melarang pembangunan yang mengurangi 
daya serap tanah terhadap air dan merusak 
ekosistem lingkungan. 

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 
2021, setiap perumahan harus memenuhi 
standar prasarana, sarana, dan utilitas umum. 
Namun, di Kabupaten Mamuju masih terdapat 
banyak permukiman yang tidak memenuhi 
standar tersebut, termasuk rumah dengan 
konstruksi tidak layak, minimnya ruang 
terbuka hijau, serta jalan lingkungan yang 
sempit dan rusak. 
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Dalam banyak kasus, 
penyelenggaraan perumahan di Kabupaten 
Mamuju tidak sesuai dengan ketentuan tata 
ruang dan regulasi yang berlaku. Akibatnya, 
banyak perumahan yang tidak memiliki izin 
resmi dan berpotensi menyalahi hukum. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2021, penyelenggaraan perumahan 
dan permukiman yang tidak sesuai dengan 
perizinan dapat dianggap ilegal dan 
dikenakan sanksi administratif maupun 
pidana. 

Permasalahan dan Upaya Pemerintah 
dalam Pengendalian Perumahan dan 
Permukiman 

Masalah utama dalam penyelenggaraan 
perumahan dan permukiman di Kabupaten 
Mamuju adalah: 

1. Permukiman di Kawasan Hutan 
Lindung: Banyak permukiman yang 
berada di kawasan hutan lindung, 
sehingga tidak memiliki legalitas 
hukum. Upaya revisi kawasan hutan 
sedang dilakukan untuk 
mengakomodasi masyarakat yang 
telah lama bermukim di wilayah 
tersebut. 

2. Perumahan Kumuh: Berdasarkan 
data Dinas PERKIM, terdapat tujuh 
kawasan permukiman kumuh di empat 
kelurahan. Faktor penyebab utamanya 
adalah sistem drainase yang buruk, 
jalan lingkungan yang rusak, serta tata 
bangunan yang tidak teratur. 

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat 
terhadap Kebersihan Lingkungan: 
Sampah masih menjadi permasalahan 
besar di Kabupaten Mamuju. 
Kesadaran masyarakat dalam memilah 
dan mengelola sampah masih rendah, 
menyebabkan lingkungan permukiman 
menjadi kumuh dan tidak sehat. 

4. Kurangnya Infrastruktur Dasar: 
Banyak perumahan yang belum 
memiliki jaringan listrik, air bersih, serta 
sistem sanitasi yang memadai. Hal ini 

berpengaruh terhadap kualitas hidup 
masyarakat. 

5. Ketidaksesuaian dengan Peraturan 
Tata Ruang: Banyak bangunan yang 
tidak mengikuti peraturan RTRW, 
seperti mendirikan bangunan di 
sempadan sungai dan pantai, 
sehingga menimbulkan risiko bencana. 

6. Kurangnya Pengawasan terhadap 
Pembangunan: Pemerintah daerah 
tidak memiliki sumber daya yang 
memadai untuk mengawasi seluruh 
proyek perumahan yang sedang 
berlangsung, menyebabkan banyak 
bangunan yang tidak sesuai standar 
konstruksi. 

7. Persoalan Legalitas Hak Atas Tanah: 
Banyak perumahan yang dibangun di 
atas tanah yang status kepemilikannya 
tidak jelas atau masih bersengketa. 

Sebagai upaya penertiban, pemerintah 
menerapkan beberapa kebijakan: 

 Mewajibkan setiap penyelenggara 
perumahan untuk memiliki dokumen 
izin yang sah sebelum membangun. 

 Mengupayakan revisi RTRW untuk 
mengakomodasi kondisi perumahan 
yang sudah terlanjur dibangun. 

 Menggalakkan program peningkatan 
kualitas lingkungan permukiman, 
termasuk perbaikan drainase dan 
penyediaan ruang terbuka hijau. 

 Mendorong masyarakat untuk lebih 
sadar terhadap kebersihan lingkungan 
melalui edukasi dan kampanye 
pengelolaan sampah. 

 Mempermudah mekanisme perizinan 
agar masyarakat lebih tertarik untuk 
mengurus dokumen legalitas 
perumahan mereka. 

Pelanggaran terhadap regulasi perumahan 
dapat menimbulkan dampak hukum sebagai 
berikut: 

1. Sanksi Administratif: Berupa 
pencabutan izin pembangunan atau 
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penghentian proyek yang tidak sesuai 
dengan ketentuan. 

2. Tanggung Jawab Hukum 
Pengembang: Pengembang yang 
membangun tanpa izin dapat 
dikenakan sanksi hukum berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman. 

3. Dampak Sosial: Permukiman yang 
dibangun tanpa standar dapat 
menimbulkan masalah lingkungan dan 
sosial, seperti kesenjangan akses 
terhadap fasilitas publik. 

KESIMPULAN DAN SARAN  
 

Kesimpulan  

1. Implementasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman di Kabupaten 
Mamuju merupakan wujud kesadaran 
tentang pentingnya suatu kebutuhan 
hunian dan pengelolaan kawasan yang 
baik. Implementasi peraturan tersebut 
dinilai belum efektif di Kabupaten 
Mamuju, dikarnakan penyelengaraan 
perumahan dan kawasan permukiman 
telah dilaksanakan oleh masyarakat jauh 
sebelum peraturan pemerintah tersebut 
diberlakukan. Sehingga penyelengaraan 
perumahan dan kawasan permukiman 
dilakukan begitu saja tanpa adanya 
regulasi yang mengatur, seperti yang ada 
saat ini terdapat beberapa 
penyelengaraan perumahan dan 
kawasan permukiman yang tidak memiliki 
perizinan sehingga mengalami berbagai 
persoalan hukum. Lahirnya Peraturan 
Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Mamuju Tahun 2019 – 2039 
sebagai wujud upaya pemerintah 
kabupaten mamuju 
mengimplementasikan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 
Tentang Penyelenggaraan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman yang di 
undangkan sejak 104 tahun 2019 namun 
hingga saat ini penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman 
masih mengalami beberapa persoalan, 
baik pada persoalan kawasan 
permukiman yang masuk dalam kawasan 
hutan lindung, perumahan dan 
permukiman kumuh, kontruksi bangunan 
dan utilitas umum yang tidak sesuwai 
standar, bahkan pada persoalan 
perizinan terhadap suatu penyelengaraan 
perumahan dan kawasan permukiman. 

2. Status hukum keberadaan perumahan 
dan kawasan permukiman di Kabupaten 
Mamuju hingga saat ini masih menjadi 
persoalan, dimana berapa perumahan 
dan kawasan permukiman yang 
diselenggarakan memiliki berbagai 
persoalan hukum dengan kata lain status 
keberadaannya bertentangan dengan 
peraturan maupun perundang-undangan 
yang berlaku. Mulai dari persoalan 
perizinan, penyelengaraan diatas 
kawasan hutan lindung sehingga tidak 
memiliki sertifikat dan sporaik tanah, serta 
perumahan dan permukiman kumuh, 
maupun kontruksi bangunan yang tidak 
sesuai standar. Sehingga status hukum 
keberadaan beberapa perumahan dan 
permukiman yang tergolong dengan 
persoalan tersebut di atas dinilai ilegal 
dan melawan hukum.  

Saran  

1. Diharapkan kepada pihak pemrintah dalam 
hal ini instansi terkait yang berwenang  untuk 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mamuju Rencana Tata Ruang Wilayah 
(PERDA - RTRW) Tahun 2019 sehingga 
masyarakat dapat secara terkoordinasi 
bersama pemerintah dalam mewujudkan 
Implementasi Perauran Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan 
Prumahan dan Kawasan permukiman yang 
baik.  
2. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten 
Mamuju yang terkait agar dapat 
menyelesaikan beberapa persoalan 
Penyelengaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman yang masi bertentangan dengan 
peraturan maupun perundang-undangan 
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yang berlaku sehingga tidak lagi adanya 
perumahan dan kawasan permukiman yang 
memiliki status hukum illegal atau melawan 
hukum 
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